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BAB IV 

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

A. Sejarah Ringkas 

1. Keadaan Kota Pekanbaru  

a. Geografis 

Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau 

yang menyandang predikat sebagai Ibukota Provinsi Riau. Sehingga dengan 

demikian Kota Pekanbaru menjadi salah satu pusat perekonomian dan 

administrasi di Provinsi Riau. 

Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan luas sekitar 632.26 

km2 dan secara astronomis terletak di antara 0° 25’ - 0°  45’  Lintang Utara dan 

101° 14’ – 101°  34’ Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: 

 Di bagian utara Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak,  

 Di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten 

Pelalawan 

 Di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten 

Kampar,  

 Sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 

1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², 

terdiri dari 12 Kecamatan. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh 

BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah kota Pekanbaru adalah 632,26 km
2.

 Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan 

meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya 
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meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan 

fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya.  

b. Demografi  

Panjang jalan dalam Kota Pekanbaru yaitu 2.463 kilometer, dengan 

pertambahan jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang semakin hari semakin 

meningkat maka dapat diperkirakan bahwa pertambahan jumlah kendaraan juga 

akan sangat pesat. Di tambah dengan terpusatnya perkembangan kota yang utama 

disepanjang Jalan Jendral Sudirman maka sudah sangat terasa kepadatan lalu 

lintas kota. 

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang 

cukup luas serta ketertiban dalam pengguna fasilistas umum seperti jalan dan 

kendaraan, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 

4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan  yaitu Tampan, Bukit Raya, Marpoyan 

Damai, Lima puluh, Sail, Pekanbaru Kota, Sukajadi, Senapelan, Rumbai, Payung 

Sekaki, Rumbai Pesisir, Tenayan Raya dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda 

tahun 2003 menjadi 58 kelurahan/desa. 

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. 

Memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, 

Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. 

Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat 

pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya. 

 

 



47 

 

c. Fisiografi  

Keadaan iklim Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu 

udara maksimum berkisar antara 34,1 derajat celcius sampai dengan 35,6 derajat 

celcius dan suhu minimum antara 20,2 derajat celcius sampai dengan 23,0 derajat 

celcius. Curah hujan antara 38,6 sampai dengan 435,0 mm/tahun dengan keadaan 

musim berkisar: 

 Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d 

Desember. 

 Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus.  

Visi Pembangunan Provinsi Riau 

Visi jangka panjang pembangunan Provinsi Riau hingga tahun 2020 

merupakan cerminan dari komitmen seluruh masyarakat Riau yang telah 

disepakati dan ditetapkan berdasarkan Perda Provinsi Riau Nomor 36 tahun 2001 

tentang pola dasar pembangunan daerah Provinsi Riau 2001-2005, yakni: 

“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan 

Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan batin 

dikawasan Asia Tenggara tahun 2020” 

Guna melanjutkan visi pembangunan Provinsi Riau diatas, maka 

disusunlah visi antara pembangunan jangka menengah lima tahun kedua oleh 

kepala daerah yang kemudian ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka 

menengah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2009-2013, yaitu:  
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“Terwujudnya pembangunan ekonomi yang mapan dan pengembangan budaya 

Melayu secara profesional melalui kesiapan Infrastruktur dan peningkatan dalam 

masyarakat yang agamis” 

Guna melanjutkan visi pembangunan Provinsi Riau diatas, maka 

disusunlah visi antara pembangunan jangka menengah lima tahun kedua oleh 

kepala daerah yang kemudian ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka 

menengah (RPJMD). 

Sebagai gambaran nyata dari penjabaran misi pembangunan Riau 2020, 

perlu adanya visi 5 tahun agar pada tiap tahap periode pembangunan jangka 

menengah tersebut dapat dicapai secara optimal. Sehingga dengan adanya 

pertimbangan terhadap tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, 

permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, 

dirumuskanlah visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2014-

2019 sebagai berikut. 

“Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya Melayu 

dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja 

serta pemantapan aparatur” 

Misi Pembangunan Provinsi Riau 

Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Riau tahun 2014-2019 

adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan Pembangunan Insfrastruktur 
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2. Meningkatkan PelayananPendidikan 

3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan 

4. Menurunkan Kemiskinan 

5. Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta Pemantapan 

Kehidupan Politik 

6. Pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa 

7. MemperkuatPembangunanPertanian danPerkebunan 

8. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

serta Pariwisata 

9. Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan 

Kota Pekanbaru merupakan kota berkembang sehingga menjadi salah satu 

kota tujuan bagi kaum pendatang untuk mengadu nasib di kota Pekanbaru. Seiring 

semakin banyaknya warga pendatang untuk menetap di kota Pekanbaru, 

pemerintah kota pekanbaru harus serius menghadapi dan menangani masalah 

kependudukan dimulai dari pendataan warga, penataan rumah penduduk, 

penyediaan lahan pekerjaan, serta penyediaan sarana dan prasarana baik disektor 

kesehatan, sektor pendidikan, tempat ibadah, fasilitas umum dan lainnya. 

Sehingga kesejahteraan penduduk kota Pekanbaru tetap terjamin. 

d. Sosial Budaya 

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah kota Pekanbaru adalah 

suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan 

penduduk pendatang ke daerah ini seperti suku jawa, batak, minang dan 



50 

 

sebagainya. Mata pencarian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun 

pegawai swasta dan pedagang. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 luas kota 

Pekanbaru dikembangkan dari 62,96 Km² dengan 8 Kecamatan, 36 Kelurahan dan 

9 Desa. Pembagian ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan. Namun berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 beberapa kecamatan di Pekanbaru 

kembali dimekarkan. Kecamatan yang dimekarkan itu antara lain, Kecamatan 

Payung Sekaki yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Tampan, Kecamatan 

Tenayan Raya dan Marpoyan Damai yang merupakan pemekaran dari Kecamatan 

Bukit Raya, Kecamatan Rumbai Pesisir yang merupakan pemekaran dari 

Kecamatan Rumbai. Adapun luas keseluruhan dari kota Pekanbaru mencapai 

632,36 Km². Untuk mengetahui secara rinci luas dari pada masing-masing 

kecamatan di daerah Kota Pekanbaru ini maka dapat dilihat dari table berikut: 

Tabel IV. 1: Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan  

No. Kecamatan Luas (Km²) Persentase % 

1. Pekanbaru kota 2,26 0,36 % 

2. Senapelan 6,65 1,05 % 

3. Sukajadi 5,10 0,81 % 

4. Limapuluh 4,04 0,64 % 

5. Sail 3,26 0,52 % 

6. Rumbai 105,23 16,64 % 

7. Rumbai Pesisir 96,75 15,30 % 

8. Bukit Raya 94,56 14,96 % 

9. Tenayan Raya 108,84 17,21 % 

10. Marpoyan Damai 89,86 14,21 % 

11. Tampan 63,08 9,98 % 

12. Payung Sekaki 52,63 8,32 % 

Jumlah 632,26 100 % 

Sumber: Kantor Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2017 
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Dari data diatas terlihat bahwa kecamatan terluas didaerah kota Pekanbaru 

adalah kecamatan Tenayan Raya dengan luas wilayah 108,84 Km², sedangkan 

wilayah kecamatan terkecil adalah kecamatan Pekanbaru Kota dengan luas 

wilayah 2,26 Km². 

Dengan jumlah penduduk 799.213 jiwa, kota Pekanbaru yang cukup padat 

serta perkembangan yang sangat cepat maka diperlukan pendidikan untuk 

menggerakkan laju perkembangan tersebut. Pendidikan memegang peranan yang 

sangat penting terhadap perkembangan dan kemajuan yang membicarakan disiplin 

keilmuan formal tetapi didalam pendidikan terkandung muatan berbagai 

pemahaman yang esensial akan seluruh tata kehidupan manusia. 

2. Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru 

  Badan Narkotika Nasional dibentuk berdasarkanPeraturan Presiden Nomor 

23 Tahun 2010 tentangBadan Narkotika Nasional Kota. BNN Kota Pekanbaru 

terbentuk berdasarkanSurat Keputusan Kepala BNN Nomor : KEP / 170 / IX/ 

2011/ BNN  tanggal 30 September 2011 Tentang Pengangkatan Kepala  BNN 

Kota  Pekanbaru AKBP SUKITO, SH. 

   Tugas dan Fungsi BNN Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Kepala 

Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional 

Kabupaten/ Kota. 
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Misi dan visi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru 

VISI 

Menjadi Perwakilan BNN di Kota Pekanbaru yang profesional, yang mampu 

menggerakkan seluruh komponen masyarakat, instansi Pemerintah dan swasta 

dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). 

MISI 

 Bersama komponen masyarakat, instansi pemerintah terkait dan swasta 

meliputi : 

 Pencegahan; 

 Pemberdayaan Masyarakat; 

 Pendampingan pecandu dan/atau penyalahguna ketempat rehabilitasi; 

 Pemberantasan; 

 Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel. 
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B. Struktur Organisasi 

Gambar IV.1: Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kota 

Pekanbaru 

 

Sumber: modifikasi penulis 2018 
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Tabel IV.2 Daftar Sususan Personil BNN Kota Pekanbaru 

NO NAMA PANGKAT JABATAN 

1 Soekito, SH., MH AKBP Kepala 

2 Tendy Nurhayadi, 

S.Sos 

Penata TK 1 Kasubbag Umum 

3 H. Situmeang AKBP Kasi Pemberantasan 

4 Wan Suparman, SH Penata TK 1 Kasi Kasi Pencegahan 

dan Dayanmas 

5 H. Novrizon, S.MH.k Penata Kasi Rehabilitasi 

6 Dr. H Khurnia Dharma 

P.C.Ht. 

Penata Dokter 

7 Darman Marpaung AKP Penyidik Muda 

8 Sandi Risto Aji S.Psi. Penda TK 1 Psikolog 

9 Linda Susanti S.Ikom Penda Penyuluh Narkoba Ahli 

Pertama 

10 H. Fitriani Hrp, 

S.I.Kom 

Penda Penyuluh Narkoba Ahli 

Pertama 

11 Raja Andrizal Pengtu TK 1 Pengolahan Data Seksi 

Cemas 

12 Didik Susanto Putro, 

SH 

Bripka Penyidik Pratama 

13 Elida MM., SH Bripka Bendahara Pengeluaran 

14 Arizona Natalia 

H,A.Md. 

Pengtu Penata Laporan 

Keuangan 

15 Surahmi Pengtu Penata BMN 

16 Zulfahri Brigadir Pengadministrasi Umum 

17 Eko Wahyu, NB., SH Brigadir  Penyidik Pratama 

18 Ulfa Susanti Brigadir  Pengolahan Data Seksi 

Rehab 
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1 2 3 4 

19 Hendro Arda Brigadir  Pengolahan Data Seksi 

Cemas 

20 Suriadi Koto Briptu  Pengadministrasi Umum 

21 Abdul Halim Briptu  Pengadministrasi Umum 

22 Adani Wahyuni Cpns Penata Laporan 

Keuangan 

23 Fitri Nursiah A,Mk Penda Perawat Seksi 

Rehabilitasi 

24 Susi Irwana A,Mk Penda Perawatan Seksi 

Rehabilitasi 

25 Irham Taufik, A,Mk Penda Assisten Konselor Seksi 

Rehabilitasi 

26 M. Raihan Fasillah Pengtu TK 1 Pengolahan Data Seksi 

Rehabilitasi 

27 Indriani Toper, SH Bripka  Penyidik Pratama 

Sumber: modifikasi penulis 2018 

C. Tugas dan Fungsi Organisasi 

TUGAS 

Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan 

tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kota Pekanbaru. 

FUNGSI 

Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru menyelenggarakan fungsi : 

1. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana 

kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kota Pekanbaru. 
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2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan 

masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kota 

Pekanbaru. 

3. pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kota 

Pekanbaru. 

4. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi 

pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kota 

Pekanbaru. 

 


